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Buruh Minta Gubernur DIY 
Sediakan Rumah Murah

YOGYA, TRIBUN - Buruh meminta Gu-
bernur DIY, Sri Sultan Hamengku Bu-
wono X untuk menyediakan rumah mu-
rah, sebagai solusi upah 
murah di wilayah DIY. 
Hal tersebut disampai-
kan ratusan buruh yang 
tergabung dalam Majelis 
Pekerja Buruh Indonesia 
Daerah Istimewa Yogya-
karta (MPBI DIY), berte-
patan momen Hari Buruh 
di Tugu Pal Putih-Titik 
Nol Kilometer Yogyakarta, 
Rabu (1/5). 

Koordinator MPBI DIY, 
Irsad Ade Irawan, menga-
takan, tuntutan lainnya 
yang disuarakan dalam 
peringatan Hari Buruh 
kali ini ialah penyediaan 
transportasi yang dikhu-
suskan untuk para buruh.

“Kami mendesak kepa-
da Pemda DIY sebagai akibat dari adanya 
upah murah, maka Pemda DIY harus 
melakukan pembangunan perumahan 
untuk buruh. Upah minimum tidak bisa 
untuk beli rumah,” ujar Irsad.

Terkait transportasi untuk buruh, Ir-
sad mengatakan hal tersebut dapat di-
upayakan dengan memanfaatkan bus 
Trans Jogja yang diatur rutenya melintasi 
kawasan pabrik. Lebih lanjut Irsad me-
ngatakan, tuntutan lainnya ialah mem-

berikan diskon pada anggota serikat bu-
ruh, serta mendorong Pemda DIY untuk 
melakukan penguatan agar buruh men-

dapatkan pendapatan di 
luar upah yaitu melalui 
koperasi.

Disinggung terkait 
UMK, Irsad nengatakan 
bahwa MPBI DIY ber-
harap agar Pemda DIY 
juga memperhatikannya 
dengan segera merevisi 
UMK kenaikan minimal 
15 persen. Dengan demi-
kian, lanjut Irsad, buruh 
bisa mendapat kehidupan 
lebih layak.

“Upah minimum di Jog-
ja lebih rendah KHL (Ke-
butuhan Hidup Layak), 
yang kami survei itu di-
angka Rp3,5 juta sampai 
Rp4 juta (KHL). Sementa-
ra upah minimum di Yog-

ya rata-rata Rp2 juta. Masih besar pasak 
dari pada tiang. Gubernur harus merevisi 
besaran upah minimum,” kata Irsad.

Dalam kesempatan tersebut, massa 
aksi juga meminta pasangan presiden-
wakil presiden terpilih, Prabowo Subi-
anto-Gibran Rakabuming Raka untuk 
segera mencabut UU Cipta Kerja. “Kami 
meminta kepada presiden yang baru, 
Prabowo untuk segera cabut Undang-
Undang Cipta Kerja,” pungkasnya. (han)

Anggarkan Rp11 M untuk Amankan Aset
�� Layanan Pembuangan Sampah di TPA Piyungan Resmi Ditutup

YOGYA, TRIBUN - Desen-
tralisasi pengelolaan sampah 
resmi diterapkan per Rabu 
(1/5). Penerapan ini sekaligus 
menutup layanan pembuang-
an sampah dari Kota Yogya-
karta, Bantul, dan Sleman ke 
TPA Piyungan.

Kepala Dinas Lingkung-
an Hidup dan Kehutanan 
(DLHK) DIY, Kusno Wibowo, 
mengatakan, seiring penerap-
an kebijakan desentralisasi, 
selanjutnya pengelolaan sam-
pah akan dilakukan secara 
mandiri di kota/kabupaten 
masing-masing.

“Per hari ini, Rabu (1/5) 
(kemarin), DLHK (dinas ling-
kungan hidup dan kehutan-
an) tidak ada layanan peng-
angkutan sampah ke TPA 
Piyungan. Setelah desentra-
lisasi sampah, kan jadi tang-
gung jawab kabupaten kota,” 
ujar Kusno, kemarin.

Nantinya penyelesaian 
sampah jadi tanggung ja-
wab masing-masing wilayah. 
“Tentu kalau ada kendala dan 
mereka tidak bisa menyele-
saikan akan ada komunikasi 
balik dengan kami yang ada di 
Pemda DIY,” imbuhnya.

Sebagaimana diketahui, 
rencana penutupan TPA Pi-
yungan secara permanen 
sebelumnya telah disampai-
kan Pemda DIY pada 5 Ma-
ret 2024. Adapun penutupan 
TPA Piyungan dilakukan lan-
taran kapasitas zona transi-
si seluas 2,5 hektare sudah 
penuh. Pada Juli 2023 lalu, 
Pemda DIY juga telah menu-
tup zona utama TPA Piyung-
an seluas 10 hektare lantaran 
penuh kepasitanya.

Lebih lanjut, Kusno menga-

takan, setelah desentralisa-
si diberlakukan, Pemda DIY 
akan fokus pada penataan di 
TPA Piyungan. “Karena kapa-
sitas di TPA Piyungan sudah 
tidak memungkinkan lagi 
kalau harus ditambah terus 
dari kabupaten/kota. Kami 
khawatir TPA bisa jebol, bisa 
membahayakan masyara-
kat sekitar. Menurut hitung-
hitungan matematika kami 
sementara cukup, kami tata 
dulu,” ujarnya.

Sejauh ini, Kusno belum 
dapat mengungkapkan sete-
lah penataan ini, digunakan 

untuk apa TPA Piyungan. Dia 
menyebut akan ada kajian le-
bih lanjut nantinya. “Nanti ka-
lau ke depan tentu akan ada 
kajian dulu. Apakah nanti itu 
edukasi, eduwisata nanti itu 
akan dikaji mudah-mudahan 
bisa ditahun ini atau awal ta-
hun depan,” kata Kusno.

Disinggung apakah kabu-
paten/kota akan sanggup ke-
tika dilakukan desentralisasi 
pengelolaan sampah, Kusno 
meyakini kabupaten/kota 
akan mampu. Dia mengung-
kapkan selama ini pihaknya 
telah berkoordinasi dengan 
kabupaten/kota. Terlebih, 
rencana desentralisasi ini su-
dah direncanakan sejak lama.

“Desentralisasi sudah Ok-
tober tahun kemarin (diren-
canakan), sampai berlakunya 
(Mei) sudah setengah tahun. 
Itu kan transisi persiapan 
kabupaten/kota menuju de-
sentralisasi. Kami yakini ka-
bupaten/kota mampu,” ucap 
Kusno.

Apabila nantinya ada pe-
numpukan di jalan-jalan, di-
katakan Kusno hal tersebut 
juga menjadi tanggung jawab 
dari kabupaten/kota. Meski 
begitu dari DLHK DIY juga ti-

dak akan lepas tangan.
Pagar beton

Dikonfirmasi terpisah, Ke-
pala DPUP-ESDM DIY, Anna 
Rina Herbranti, mengungkap-
kan bahwa Pemda DIY telah 
menganggarkan Rp11 Miliar 
dari APBD DIY untuk mem-
bangun pagar beton yang me-
ngelilingi TPA Piyungan. 

Menurutnya, pemagaran 
TPA Piyungan dilakukan un-
tuk mengamankan aset yang 
dimiliki Pemda DIY. “Kalau 
kami nutup aset dengan nu-
tup pagar, sekarang masih 
proses pelelangan, tinggal me-
nutup aset yang sudah ada,” 
katanya.

Dia menjelaskan, penutup-
an dengan pagar beton itu 
mengelilingi TPST Piyungan, 
termasuk di lokasi pembu-
angan transisi dengan luasan 
lahan sekitar 12-13 hektare. 
Pagar beton itu akan menu-
tup sepanjang kurang lebih 3 
km atau tepatnya 3.175 meter 
persegi.

“Pemagaran sampai akhir 
tahun, Desember selesai. Se-
telah lelang, ini masih proses. 
Mungkin pertengahan Mei 
kontrak sampai Desember,” 
ujarnya. (han)

DESENTRALISASI

zz Desentralisasi penge-
lolaan sampah resmi 
diterapkan per Rabu 
(1/5). 

zz Otomatis layanan 
pembuangan sampah 
dari Kota Yogyakarta, 
Bantul, dan Sleman ke 
TPA Piyungan, ditutup.

zz Pemda DIY anggarkan 
Rp11 miliar untuk pem-
bangunan pagar beton 
TPA Piyungan.

Prioritas Sektor Lain
SEKDA DIY, Beny Suharsono, mengatakan 
bahwa seiring penerapan kebijakan desen-
tralisasi pengelolaan sampah maka anggaran 
dari Pemda DIY akan dialihkan ke sektor lain 
yang mendesak untuk ditanggulangi. 

“Artinya urusan yang seharusnya memang 
menjadi kewajiban kabupaten kota ya dilakukan 
sebagaimana kewajibannya. Anggarannya ada 
kok, kecuali tidak ada, itu baru masalah. Saya 
akan bergeser supaya anggaran bisa fokus un-

tuk yang lebih mendasar,” ujarnya.
Lebih lanjut dikatakan Beny, Pemda DIY pun 

siap menjembatani dan membimbing kabupaten 
kota untuk menyelesaikan persoalan sampah di 
wilayahnya. Menurutnya, jangan sampai desen-
tralisasi sampah hanya akan membuat metode 
pengolahan yang selama ini digaungkan tidak 
terlaksana dan menjalar ke persoalan lainnya se-
perti tumpukan sampah di pinggir jalan, sungai 
atau titik lainnya. (han)

TRIBUN JOGJA/HANIF SURYO

AKSI DAMAI - Ratusan buruh menggelar aksi untuk memperingati Hari Buruh di kawa-
san Titik Nol Kilometer Yogyakarta, Rabu (1/5).

Kami mendesak 
kepada Pemda 

DIY sebagai aki-
bat dari adanya 

upah murah, maka 
Pemda DIY harus 

melakukan pemba-
ngunan perumahan 

untuk buruh.


